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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN 

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH  

A. Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah  

Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre, suatu istilah 

teknis untuk suatu record atau rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai, dan 

kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu 

capistratum yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk 

pajak tanah Romawi. Cadastre berarti record pada lahan-lahan, atau nilai dari 

tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Cadastre dapat 

diartikan sebagai alat yang tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi 

tersebut dan sebagai rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah.
1
 Sedangkan 

menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa 

pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang 

ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya 

bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.
2
 

 

                                                             
1A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi 

dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), Cetakan Pertama, (Bandung 

: CV.Mandar Maju, 1999), hlm. 18-19. 
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi  Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 

2007), hlm.72. 

 

30 



31 
 

Pada prinsipnya pendapat tersebut sejalan dengan pengertian pendaftaran 

tanah menurut Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 yakni :  

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”   

 

2. Latar Historis Pendaftaran Tanah Di Indonesia 

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam urusan pertanahan, termasuk 

dalam perkembangan pendaftaran tanah yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi 

di zamannya. Perjalanan sejarah itu sering dibagi dalam beberapa fase atau 

babakan zaman, diantaranya adalah sebagai berikut :        

a. Pendaftaran Tanah Era Sebelum Penjajahan 

Di Indonesia, tidak ditemukan dokumen yang menjelaskan telah 

diselenggarakannya pendaftaran tanah sebelum zaman penjajahan. Hal ini 

dipahami karena hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum tanah adat, 

merupakan hukum tidak tertulis dan sejak semula berlaku dikalangan masyarakat 

asli Indonesia sebelum datangnya bangsa-bangsa Portugis, Belanda, Inggris dan 

sebagainya.
3
 Hak-hak atas tanah yang dipunyai oleh masyarakat persekutuan 

hukum adat berdasarkan hukum adat, baik dalam bentuk hak bersama bersifat 

komunal (hak ulayat) maupun hak perseorangan (hak milik adat). Bagi yang 

mengusahakannya akan selalu membuat tanda sebatas mana tanah itu dapat 

                                                             
3Arie Sukanti Hutagalung et.al., Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, Edisi 1, 

Cetakan Pertama, (Denpasar : Pustaka Larasan, 2012), hlm.133.  
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diusahakannya, dan inilah akhirnya yang disebut hak kepemilikan komunal. 

Semakin lama atas pertambahan keluarga dengan berbagai kepentingannya 

terhadap tanah, lalu tanah yang komunal tadi ter-individualisasi menjadi hak 

individu dari seorang warga desa. Terhadap tanah yang tidak diusahakan tetap 

menjadi kepemilikan bersama yang sifat kepemilikannya (publiekrechtelijke) dan 

yang terakhir diberi nama menjadi tanah ulayat.
4
 

Hak-hak atas tanah yang timbul dari proses yang secara terus menerus 

dikerjakan oleh masyarakat, lalu dilegalkan penguasa kampung atau Kepala Desa 

dengan pengakuan tanpa surat, sehingga terakhir lahir hubungan kepemilikan 

yang diakui oleh masyarakat sekawasan dan resmi menjadi milik seseorang dan 

atau masyarakat dalam lingkungan adat tersebut. Inilah yang kemudian diakui 

sebagai hak-hak atas tanah yang lahir karena ketentuan hukum adat. Peristiwa ini 

dibenarkan oleh AP. Parlindungan, bahwa sekalipun ada tatanan hukum adat yang 

mengatur mengenai pemberian hak atas tanah menurut adat setempat, namun 

belum menemukan korelasi dari pemberian hak menurut hukum adat dengan 

pendaftaran hak tersebut.
5
 

Kemudian dalam menentukan batas - batas tanah digunakan ukuran -ukuran 

tertentu yang pada saat itu sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat, seperti depa, 

langkah dan sebagainya, namun itu juga belum akurat. Selain itu surat-surat tanah 

tersebut belum tersimpan dengan baik, biasanya cukup disimpan oleh Kepala 

Desa setempat dan ada kecenderungan bila Kepala Desa meninggal, maka semua 

                                                             
4A.P.Perlindungan, Pandangan Kondisi Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, 

Cetakan Pertama, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.11.  
5AP.Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan Kedua, (Bandung : Mandar 

Maju, 1994), hlm.60.  



33 
 

surat dan dokumen pun turut hilang.
6
 Oleh karena itu ukuran dan lokasi bidang 

tanah tertentu yang dimiliki oleh anggota masyarakat selalu berdasar pada seingat 

Kepala Desa setempat dan dibantu oleh sepengetahuan orang-orang tua atau 

pihak-pihak yang berbatasan, sehingga dengan metode yang sangat alami dan 

sederhana tersebut tidak memiliki kepastian teknis, baik ukuran, letak dan batas-

batasnya. 

Jadi legalitas yang memberikan sedikit kepastian atas batas-batas tanah 

menurut hukum adat ini hanya mungkin dari pengakuan para ketua adat dan 

pemilik yang berbatasan, juga dari keterlibatan Kepala Desa dalam setiap 

peralihan hak yang dikenal dengan syarat terang dan tunai. Menurut teori 

transaksi hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas 

tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak 

tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat 

yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut 

sehingga  perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa 

perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. 

Oleh karena  itu, maka tunai mungkin berarti harga tanah di bayar secara kontan, 

atau baru dibayar sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak 

membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual 

beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang-piutang.
7
 

 

                                                             
6Tampil Anshari Siregar, Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Cetakan Pertama, (Medan : 

Multi Grafik, 2007), hlm.3. 
7Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Ketiga, 

(Jakarta : Rajawali Press, 1986), hlm.211. 
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b. Pendaftaran Tanah Era Penjajahan 

Indonesia mengalami sejarah panjang pada masa penjajahan, sehingga 

berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali 

terhadap penguasaan atas tanah. Sejarah mencatat pertama kali bangsa Indonesia 

dijajah oleh bangsa Belanda, pada saat itu pula tanah dikuasai oleh pemerintah 

kolonial Belanda yang waktu itu bernama V.O.C (Verenigde Oost Indische 

Compagnie) yang didirikan pada tahun 1602. Beberapa waktu kemudian 

pemerintah V.O.C mengeluarkan kebijakan penting yaitu plakat tanggal 23 Juli 

1680, dalam plakat tersebut berisi hal-hal yang mengatur mengenai susunan dan 

tugas Dewan Heemraden. Menurut Irawan Soerodjo, dari ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 16 plakat itu ada 2 (dua) hal yang perlu dicatat 

sehubungan dengan perkembangan kadaster, yaitu : 

1. Penyelenggaraan kadaster oleh Dewan Heemraden harus dilakukan 

berdasarkan peta-peta tanah sehingga Dewan Heemraden harus 

menyelenggarakan suatu kadaster dalam arti yang modern; 

2. Tujuan penyelenggaraan kadaster adalah untuk tujuan pemungutan pajak 

tanah dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai batas-batas tanah; 

3. Dewan Heemraden di samping menyelenggarakan kadaster, bertugas pula 

untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan batas-batas 

tanah serta pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran-saluran air, 

tanggul-tanggul dan bendungan-bendungan.
8
 

 

Berdasarkan ketentuan di dalam plakat tersebut, maka dewan Heemraden 

secara otomatis telah memperkenalkan kepada rakyat Indonesia terkait sistem 

kadaster modern. Pada saat itu belum ada peraturan yang mengatur tentang 

Agraria atau Agrarische Wet, kemudian pada periode tahun 1870 diundangkan 

dalam Staatblad 1870 No.55 yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Jadi menurut 

                                                             
8Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Cetakan Kedua, 

(Surabaya : Arkola, 2003), hlm.59.  
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sejarah tersebut, lebih dulu peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah. 

Hal ini menunjukan bahwa peraturan pelaksanaan yang lebih dulu dibuat dan 

disahkan daripada undang-undang.
9
 

Agrarische Wet merupakan Undang-Undang (dalam bahasa Belanda disebut 

“wet”) yang dibuat oleh kerajaan Belanda pada tahun 1870. Agrarische Wet (AW) 

diundangkan dalam S 1870-55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada Pasal 62 

Regerings Reglement Hindia Belanda tahun 1854. Semula Regerings Reglement 

(RR) tersebut terdiri atas 3 ayat. Dengan tambahan 5 ayat baru (ayat 4 s/d 8) oleh 

AW, maka Pasal RR terdiri atas 8 ayat. Pasal 62 RR kemudian menjadi Pasal 51 

Indische Staatregeling (IS) pada tahun 1925. Lengkapnya isi Pasal 51 IS adalah 

sebagai berikut : 

1. De Gouverneur Generaal mag geen verkoopen. 

2. In dit verbod zijn niet begrepen kleine stukken gronds, bestemd tot uitbreiding 

van steden en dorpen en tot het oprichten van inrichtingen van nijverheid. 

3. De Gouverneur Generaal kan groden uitgeven in huur, volgens regels bij 

ordonnantie testellen. Onder die groden worden niet begrepen de zoodanige 

door de Inlanders ontgonnen, of als gemeene weide, of uit eenigen anderen 

hoofde tot de dorpen of dessa’s behoorende.  

Artinya : 

1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. 

2. Dalam larangan di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang 

diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-

kegiatan usaha kerajinan. 

3. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan 

yang ditetapkan dengan ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan 

adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan tanah, 

demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atau 

atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.
10

 

 

                                                             
9Hairan, “Pendaftaran Tanah Dalam Sertipikasi Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur, 5 Februari 2012, hlm.2.  
10Boedi Harsono, op.cit., hlm.33 
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Sebelum UUPA berlaku, semua tanah hak barat sudah terdaftar, misalnya hak 

Eigendom, Erfpacht, Opstal, dan Gebruik, yang diselenggarakan menurut 

overschrijvings ordinnantie (Staatblad. 1834-37) dan peraturan-peraturan 

kadaster lainnya.
11

 Sedangkan tanah-tanah hak Indonesia baru sebagian kecil saja 

yang terdaftar, misalnya tanah hak milik adat yang disebut Agrarisch Eigendom 

dan tanah-tanah milik di daerah-daerah Swapraja, seperti Grant Sultan, Grant 

Controleur dan sebagainya.
12

 Dengan ketentuan inilah pendaftaran tanah dengan 

balik nama mulai diaktifkan, itu pun hanya berlaku atas beralihnya tanah yang 

tunduk pada hukum perdata Belanda dengan model cadaster landmeter kennis. 

Sekalipun di beberapa daerah, hukum masyarakat adat seperti Kesultanan Siak 

dan Kesultanan Yogyakarta sudah pernah memperkenalkan pencatatan tanah 

namun jika ini dianggap sebagai pendaftaran tanah, hanya sekedar pencatatan 

dalam memudahkan pengambilan pajaknya (landrente) sebagai kewajiban desa 

sebagaimana dikenal dengan model hoemraden kennis.
13

 

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), Kadastral Dienst diganti 

namanya menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan tetap di bawah Departemen 

Kehakiman. Pada masa ini berlaku pelarangan pemindahan hak atas benda tetap 

atau tanah (Osamu Sierei No.2 Tahun 1942), dan penguasaan tanah-tanah 

partikelir oleh Pemerintahan Dai Nippon dihapus. Pada prinsipnya urusan 

pertanahan dilaksanakan seperti jaman kolonial Belanda.
14

 

                                                             
11Arie Sukanti Hutagalung, et.al, op.cit., hlm.234. 
12Ibid. 
13Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum..op.cit, hlm.59-60. 
14Tubagus Haedar Ali, “Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/Agraria dan Keterkaitannya 

Dengan Penataan Ruang”, Makalah disampaikan di Ceramah Dasawarsa Bhumi Bhakti Adiguna, 

Badan Pertanahan Nasional, Jakarta 29 Februari 1998,  hlm.2 



37 
 

Saat memasuki perang kemerdekaan hingga tahun 1960 tidak banyak 

mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem pendaftaran tanah. Karena 

pemerintah kita baru menyatakan sebagai suatu negara. Negara yang merdeka dan 

berdaulat bebas dari penjajahan bangsa lain. Pendaftaran tanah pada masa ini 

hampir tidak pernah diadakan oleh pemerintah. Tapi peraturan yang digunakan 

masih memakai peraturan yang lama dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda. 

c. Pendaftaran Tanah Era UUPA hingga Sekarang 

Pada tahun 1960 bangsa kita memasuki suatu babak baru dalam bidang 

pertanahan atau agraria, karena pada tahun ini  baru pertama kali membuat produk 

hukum yang menyangkut perkembangan pertanahan di Indonesia. Tepatnya pada 

tanggal 24 September 1960  pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran 

Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 2043.
15

 

Pada era ini hukum tanah di Indonesia mengalami perombakan pada saat 

diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga dapat dikatakan 

bahwa pada tanggal tersebut muncul pembaharuan hukum tanah yang berlaku di 

Indonesia. UUPA mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah 

kolonial, dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di 

Indonesia, serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah 

nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia 

yang asli. Akan tetapi ada beberapa penyesuaian dan syarat-syarat khusus tentang 

                                                             
15 Hairan, loc.cit. 
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pengakuan dan pemasukan hukum adat dalam UUPA, seperti termaktub dalam 

Pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa: 

“Hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah 

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

negara, yang didasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta 

dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan 

dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” 

 

Posisi pendaftaran tanah yang merupakan bagian dari urusan agraria 

kemudian mengacu pada UUPA, ketentuan pendaftaran tanah pada UUPA 

terdapat dalam Pasal 19. Aturan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan 

pelaksana, yaitu PP Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan PP 

Nomor 24 Tahun 1997, hadirnya peraturan pelaksana ini menjadi jawaban akan 

kebutuhan kepastian hukum pada para pemilik tanah. Mengingat pendaftaran 

tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Dengan 

adanya PP Nomor 10 tahun 1961 untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai 

suatu lembaga tanah, hal ini tambah sempurna dengan dikeluarkannya PP Nomor 

24 Tahun 1997. Sebelum adanya kedua produk hukum ini, dikenal Kantor 

Kadaster sebagai Kantor Pendaftaran untuk hak-hak atas tanah.
16

 

Perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1961 dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 

menjadikan aturan pelaksana dari UUPA lebih sempurna. Penyempurnaan itu 

meliputi berbagai hal yang belum jelas dalam peraturan yang lama (PP Nomor 10 

Tahun 1961), antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, asas-asas dan 

                                                             
16Adrian Sutedi,  Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan Pertama, (Jakarta 

: Sinar Grafika, 2007), hlm.112. 
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tujuan penyelenggaraannya, yang disamping memberi kepastian hukum juga 

untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik 

dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan.
17

 

Selain itu selama lebih dari 37 tahun, dalam pelaksanaan UUPA pendaftaran 

tanah dengan landasan kerja dan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 10 

tahun 1961 hanya dapat mendaftar sebanyak 16,5 juta bidang tanah (30%) dari 

bidang-bidang tanah yang diperkirakan sebanyak 55 juta bidang tanah, sehingga 

perlu terobosan baru dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut termasuk 

meninjau perangkat hukum-nya. Terlebih lagi akselerasi pembangunan sangat 

memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.
18

 Oleh 

karena Peraturan Pemerintah dinilai tidak memadai lagi dalam mendukung 

tercapainya hasil yang lebih nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

tuntutan pembangunan, maka peraturan tersebut mengalami perlakuan 

penyempurnaan, dengan membuat aturan yang lebih lengkap. Untuk itulah 

terbitnya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang dituangkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sangat penting.
19

 

Hadirnya Peraturan Pemerintah tersebut dalam urusan pendaftaran tanah 

merupakan perintah dari Pasal 19 ayat (1) UUPA. Dalam Pasal tersebut diatur 

bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Sehingga A.P. Parlindungan berpendapat 

                                                             
17Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2004), hlm.161. 
18Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Cetakan 

Kedua, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2010)., hlm.91. 
19Ibid. 
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jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam PP 

Nomor 24 Tahun 1997 maka dapat memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, 

karena : 

1. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya 

diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

2. Dengan informasi pertanahan yang tersedia di Kantor Pertanahan maka 

pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan Negara yang 

menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi 

peruntukan tanah dan kepemilikannya. 

3. Dengan administrasi pertanahan yang baik akan terpelihara masa depan 

pertanahan yang terencana.
20

 

 

3. Tujuan Pendaftaran Tanah  

Kegiatan pendaftaran tanah memiliki tujuan sebagaimana disampaikan dalam 

UUPA Pasal 19 ayat (1) yakni "Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." Sebagai 

peraturan pelaksana dari UUPA sejalan pernyataan tersebut tujuan pendaftaran 

tanah di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 dijabarkan lebih luas yaitu :  

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan;  

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Menurut A.P. Parlindungan jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran tanah 

sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 maka dapat 

memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, karena : 

                                                             
20A.P.Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan Kesembilan, 

(Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.112. 
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1. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya 

diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

2. Dengan Informasi pertanahan yang tersedia di Kantor Pertanahan maka 

pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan Negara yang 

menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi 

peruntukan tanah dan kepemilikannya. 

3. Dengan administrasi pertanahan yang baik akan terpelihara masa depan 

pertanahan yang terencana.
21

 

Tujuan pendaftaran tanah merupakan sarana penting mewujudkan kepastian 

hukum, penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan 

tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.
22

 

4. Obyek Pendaftaran Tanah 

Di dalam UUPA obyek pendaftaran tanah atau dikenal dengan hak-hak atas 

tanah menurut ketentuan yang ditetapkan UUPA Pasal 16 terdiri dari :  

a. Hak milik,  

b. Hak guna-usaha, 

c. Hak guna-bangunan, 

d. Hak sewa, 

e. Hak membuka tanah, 

f. Hak memungut-hasil hutan, 

g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 

ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 

 

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 lebih 

memperluas obyek pendaftaran tanah, yaitu tidak hanya hak atas tanah, tetapi juga 

hak-hak yang lain. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menetapkan 

obyek-obyek pendaftaran tanah, yaitu:  

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan, serta hak pakai;  

                                                             
21Ibid. 
22 Boedi Harsono, op.cit, hlm. 72. 
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b. Tanah hak pengelolaan;  

c. Tanah wakaf;  

d. Hak milik atas satuan rumah susun;   

e. Hak tanggungan;  

f. Tanah Negara.
23

 

 

5. Asas Pendaftaran Tanah 

Asas-asas pendaftaran tanah terdapat dalam PP Nomor 24 tahun 1997 Pasal 2 

menyebutkan “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir dan terbuka.” Urip Santoso menjelaskan asas-asas 

pendaftaran tanah di dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas 

yaitu:  

1) Asas sederhana 

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 

2) Asas aman 

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.  

3) Asas terjangkau 

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, 

khususnya dengan memerhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan 

ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.  

4) Asas mutakhir 

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan 

kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus 

menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar 

dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini 

menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan 

berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu 

sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. 

 

 

                                                             
23 Linda M. Sahono, “Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya”, 

Jurnal Perspektif, Edisi No.2, Vol.17, (2012), hlm.92. 
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5) Asas terbuka 

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh 

keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
24

 

  

6. Peran PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah  

Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) bahwa “Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.” 

Sedangkan akta-akta otentik sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan dalam Pasal 

1 ayat (4) bahwa “Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti 

telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”  

Berkaitan dengan itu tugas pokok dan wewenang PPAT dalam Pasal 2 ayat 

(1) menjelaskan bahwa : 

“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 

yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”  

 

Dalam salah satu unsur akta otentik yang dibuat oleh PPAT tentu memuat 

mengenai perbuatan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, secara rinci 

berbagai unsur perbuatan hukum tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu :  

a. Jual beli; 

b. Tukar menukar; 

c. Hibah; 

                                                             
24Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, (Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.17-18. 
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d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 

e. Pembagian hak bersama; 

f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; 

g. Pemberian Hak Tanggungan; 

h. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

 

Secara lebih lengkap maksud perbuatan hukum tersebut diatas terdapat  

dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) yakni : 

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual 

beli. tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang 

hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 

yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”  

 

Mengingat peran penting PPAT dalam proses kegiatan pendaftaran tanah, 

sehingga Boedi Harsono berpendapat bahwa Akta PPAT merupakan salah satu 

sumber utama dalam rangka pemeliharaan pendaftaran tanah di Indonesia.
 25

 

PPAT sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan tanah sebagai 

pelaksana UUPA. 

B. Sertifikat Hak Atas Tanah   

1. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah  

Menurut Urip Santoso, merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA 

memberikan pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang 

kepada pemegang haknya (baik perorangan secara sendiri-sendiri, kelompok 

orang secara bersama-sama maupun badan hukum) untuk memakai dalam arti 

menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah 

                                                             
25 Boedi Harsono, op.cit., hlm.507. 
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tertentu.
26

 Dimana Pasal 4 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa “Hak-hak atas 

tanah yang dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan 

tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada 

di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan 

peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.”     

 Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono yang dikatakan hak atas tanah 

adalah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai hak atas permukaan 

bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah 

yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya, sekadar 

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 

tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lainnya.
27

 

Bahkan secara konkrit dan limitatif berdasarkan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan "Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai." 

Kemudian pengertian sertifikat disebutkan dalam UUPA Pasal 19 ayat (2) 

huruf c yaitu "Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat." Meskipun dalam UUPA tidak pernah disebut sertifikat 

tanah, namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ada 

                                                             
26 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, (Jakarta : 

Prenada Media, 2005), hlm.82 
27 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 

Cetakan Pertama, (Jakarta : Kompas, 2008), hlm. 128.  
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disebutkannya “surat tanda bukti”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti 

hak ini sudah sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah.
28

 Sebagai peraturan 

pelaksana UUPA persamaan istilah tersebut dituangkan dalam PP Nomor 24 

Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) yaitu "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas 

tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak 

tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 

bersangkutan."  

Ditinjau secara fisik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah, maka yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah 

surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi 

sampul dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
29

 Secara etimologi sertifikat berasal 

dari bahasa belanda “Certificat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan 

yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan sertifikat tanah adalah 

surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau 

dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang 

memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang 

kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang, inilah yang disebut 

sertifikat tanah.
30

 

 

                                                             
28 Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, op.cit., hlm.203. 
29Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas 

Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya, Cetakan Pertama, 

(Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), hlm.123. 
30Ibid., hlm.204. 
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2. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada 

pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
31

 Penerbitan 

sertifikat hak atas tanah dilakukan melalui kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, untuk mengetahui 

perbedaan dan pengertian masing-masing dijelaskan sebagai berikut:   

a. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.  

Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud 

dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka (9) yaitu "Pendaftaran tanah untuk 

pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini." 

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

meliputi:  

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik; 

b. Pembuktian hak dan pembukuannya; 

c. Penerbitan sertifikat; 

d. Penyajian data fisik dan data yuridis; 

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.  

 

Perlu diketahui bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan 

secara sistematik dan sporadik. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 PP Nomor 24 

Tahun 1997, yang dimaksud pendaftaran tanah sistematik adalah "Kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau 

                                                             
31 Linda S.M. Sahono, op.cit., hlm.93. 
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bagian wilayah suatu desa/kelurahan”. Boedi Harsono menambahkan pendaftaran 

secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional yang 

didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan yang 

berkesinambungan.
32

 Sedangkan pengertian pendaftaran tanah secara sporadik 

terdapat pada Pasal 1 angka 11 yaitu “Pendaftaran tanah secara sporadik adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek 

pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara 

individual atau massal.” Pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran 

tanah secara sporadik menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti hak, sertifikat 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota.
33

 

b. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.  

Pengertian kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terdapat dalam PP 

Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “Pemeliharaan data 

pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data 

fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat 

ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

kemudian.” Sebagaimana  Pasal 36 ayat (1) “Pemeliharaan data pendaftaran tanah 

dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek 

pendaftaran tanah yang telah terdaftar.” Kemudian ayat (2) “Pemegang hak yang 

bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Kantor Pertanahan.” 

                                                             
32 Boedi Harsono, op.cit., hlm.487. 
33 Linda S.M. Sahono, op.cit., hlm.91. 



49 
 

Sedangkan pengertian data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud di 

atas, yakni : 

1. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah dan satuan 

rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan 

atau bagian bangunan di atasnya; 

2. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan 

satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak dan pihak lain serta beban-

beban lain yang membebaninya.
34

 

 

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah sertifikat 

hak atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka data dalam sertifikat 

setiap saat dapat berubah. Sedangkan ruang lingkup kegiatan pemeliharaan data 

pendaftaran tanah, terdiri atas:  

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak meliputi : pemindahan hak, 

pemindahan hak dengan lelang, peralihan hak-hak karena pewarisan, 

peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan dan atau 

peleburan koperasi, pembebanan hak dan penolakan-penolakan pendaftaran 

peralihan serta pembebanan hak;  

2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi : perpanjangan 

jangka waktu hak atas tanah, pemecahan dan pemisahan serta penggabungan 

bidang tanah, pembagian hak bersama, hapusnya hak atas tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun, peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan, 

perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan 

pengadilan, dan perubahan nama.
35

 

Perubahan yang demikian harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sehingga data 

yang ada dalam sertifikat selalu up to date, sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya.
36

 

 

 

                                                             
34 Ibid. 
35Ibid., hlm.93.  
36Novina Sri Indiraharti, “Sertifikasi Tanah dan Permasalahannya”, Jurnal Ilmiah 

LEMDIMAS, Edisi No.2 Vol.6, (2006), hlm.51.  
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3. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Pengertian pembatalan hak atas tanah rumusan yang lengkap ada pada 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Hak 

Pengelolaan Pasal 1 ayat (14), yaitu “Pembatalan hak atas tanah adalah 

pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas 

tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam 

penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

Memahami penjelasan tersebut di atas maka pembatalan sertifikat hak atas 

tanah dapat dilakukan atas dasar cacat hukum administrasi dan melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembatalan 

hak atas tanah merupakan salah satu sebab hapusnya hak atas tanah tersebut. 

Apabila telah diterbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena 

adanya cacat hukum administrasi maupun untuk melaksanakan putusan 

pengadilan.
37

 

Untuk pembatalan sertifikat atas dasar cacat hukum administrasi terjadi 

karena beberapa persoalan seperti yang diatur dalam Pasal 107 yaitu klasifikasi 

cacat hukum administratif terdiri dari : 

a. Kesalahan prosedur; 

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; 

c. Kesalahan subjek hak; 

d. Kesalahan objek hak; 

e. Kesalahan jenis hak; 

                                                             
37 Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, op.cit., hlm.321. 
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f. Kesalahan perhitungan luas; 

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; 

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau 

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. 

 

Kemudian dalam hal pembatalan sertifikat hak atas tanah atas dasar 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

terdapat dalam Pasal 124 ayat (1) “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan.” ayat (2) “Amar putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan 

batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan 

itu.” 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan 

Pasal 55 ayat (1) “Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa: 

a. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan; 

b. Pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau 

c. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan. 

Ayat (2) “Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas 

tanah, antara lain: 

a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;  

b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas 

tanah; 

c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum; 

d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah; 
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e. Perintah penerbitan hak atas tanah; dan 

f. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau 

batalnya hak. 

 

4. Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Positif  

Dalam sistem positif pendaftaran tanah, segala yang tercantum dalam buku 

pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan adalah 

merupakan suatu hal yang bersifat mutlak dan merupakan alat bukti yang mutlak. 

Fungsi dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan bahwa nama 

orang yang terdaftar dalam daftar umum tidak dapat dibantah lagi, sekalipun 

orang tersebut bukan pemilik yang sebenarnya dari tanah yang bersangkutan.
38

 

Setiap pendaftaran hak dan peralihan hak dalam sistem positif memerlukan 

pemeriksaan yang sangat teliti dan seksama sebelum orang tersebut didaftarkan 

sebagai pemilik dalam daftar umum, para petugas pendaftaran memainkan 

peranan yang sangat aktif di samping harus ada peralatan yang cukup. Menurut 

sistem positif suatu sertifikat tanah yang diberikan berlaku sebagai tanda bukti 

hak atas tanah yang mutlak, serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas 

tanah. Untuk itu karakteristik sistem pendaftaran tanah yang positif, yakni sebagai 

berikut :
39

 

1. Pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah menjamin dengan sempurna 

bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah dan tidak 

dapat diganggu gugat, meskipun ia ternyata bukan pemilik yang berhak atas 

tanah tersebut. Memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah.  

                                                             
38 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Edisi 1, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2014), hlm.118. 
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2. Petugas pendaftaran tanah pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistem ini 

memainkan peran yang sangat aktif. Petugas/pejabat tersebut menyelidiki 

apakah hak atas tanah yang dipindahkan itu dapat didaftar atau tidak. Mereka 

menyelidiki identitas para pihak, wewenangnya dan apakah formalitas-

formalitas yang disyaratkan telah dipenuhi ataukah tidak.  

3. Hubungan hukum antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam buku 

tanah dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak itu didaftar.  

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sistem positif pendaftaran tanah 

memberikan jaminan hukum yang sangat besar kepada pihak yang terdaftar. Ini 

merupakan kelebihan dari sistem positif, namun sistem positif juga terdapat 

kelemahan, yakni :  

a) Peran aktif pejabat-pejabat balik nama memerlukan waktu yang lama; 

b) Pemilik yang berhak dapat kehilangan haknya di luar perbuatannya dan di 

luar kesalahannya (spoliatie); 

c) Apa yang menjadi wewenang pengadilan diletakkan di bawah kekuasaan 

administratif, artinya dalam penyelesaian persoalan, segala sesuatu yang 

seharusnya menjadi wewenang pengadilan menjadi wewenang administrasi.
40

 

 

Sebagaimana kelemahan tersebut terjadi karena sistem positif berlandaskan 

asas itikad baik, sedangkan tujuan dari asas itikad baik adalah untuk melindungi 

orang yang dengan itikad baik memperoleh sesuatu hak dari orang yang 

disangkanya adalah pemegang hak yang sah dari hak itu. Berdasarkan asas ini, 

orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik tetap menjadi pemegang 

hak yang sah dari hak itu, meskipun orang yang mengalihkan hak itu ternyata 

bukan orang yang berhak.
41

Boedi Harsono juga berpendapat dalam sistem 
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publikasi positif orang yang dengan itikad baik dan dengan pembayaran (“the 

purchaser in good faith and for value”) memperoleh hak dari orang yang 

namanya terdaftar sebagai pemegang hak dalam register, memperoleh apa yang 

disebut suatu indefeasible title (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dengan 

didaftarnya namanya sebagai pemegang hak dalam Register. Juga jika kemudian 

terbukti bahwa yang terdaftar sebagai pemegang hak tersebut bukan pemegang 

hak sebenarnya.
42

 

Pendapat tersebut di atas jika ditelusuri dari sistem pendaftarannya, maka 

R.Hermanses mengemukakan bahwa sistem publikasi pendaftaran yang positif ini 

terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu sistem Torrens dan sistem Grundbuch
43

. Untuk itu 

perlu mengetahui lebih lanjut pengertian dari masing-masing sistem tersebut, 

dijelaskan sebagai berikut :   

a. Sistem Torrens  

Sesuai dengan namanya, sistem ini pertama kali diciptakan oleh Sir Robert 

Richard Torrens di Australia Selatan. Sistem Torrens ini lebih dikenal dengan 

nama aslinya The Real Property Act atau Torrens Act yang mulai berlaku di 

Australia Selatan sejak 1 Juli 1858. Dewasa ini pendaftaran tanah dengan sistem 

Torrens ini dipergunakan beberapa negara, seperti Aljazair, India, Singapura, 

Tunisia, Kongo, Spanyol, Norwegia, Malaysia, Kepulauan Fiji, Canada, Jamaica 

dan Trinidad.
44
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Sistem Torrens ini hadir pada awalnya ketika Sir Robert Richard Torrens 

adalah seorang pejabat bea cukai, yang terkesan sekali atas sistem pemilikan dan 

saham atas kapal sebagaimana yang diatur oleh English Merchant’s Shipping 

Act.
45

 Ketika dia ditunjuk sebagai petugas pendaftaran dari suatu badan 

pertanahan guna pembuatan akta peralihan, dia dihadapkan kepada masalah alas 

hak untuk tanah. Atas keragu-raguan dan ketidakpastian, maka dia menerima 

pola-pola dari Merchant’s Shipping Act dengan modifikasi untuk suatu undang-

undang pendaftaran tanah.
46

 Cita dasar dari sistem tersebut, bahwa manakala 

seseorang mengklaim sebagai pemilik fee simple baik karena undang-undang atau 

sebab lain harus mengajukan suatu permohonan agar lahan yang bersangkutan 

diletakkan atas namanya.
47

 

Sebelum dikenal sistem Torrens, sistem pendaftaran tanah yang mula-mula 

diciptakan adalah sistem pendaftaran akta. Dalam sistem ini pejabat pendaftaran 

tanah bersikap pasif, ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut 

dalam akta yang didaftar. Setiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta 

sebagai buktinya, maka dalam sistem ini data yuridis yang diperlukan harus dicari 

dalam akta-akta yang bersangkutan. Cacat hukum pada suatu akta bisa 

mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yang 

dibuat kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan title search, 
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yang bisa memakan waktu dan biaya karena untuk title search diperlukan bantuan 

ahli.
48

 

Sistem Torrens benar-benar diterapkan ketika Robert Richard Torrens 

menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Australia, pada saat itu menciptakan 

sistem pendaftaran tanah yang lebih sederhana sehingga memudahkan orang 

memperoleh keterangan dengan cara yang mudah, tanpa harus melakukan title 

search pada akta-akta yang ada. Sistem pendaftaran tanah yang diciptakan 

Torrens dikenal dengan sistem pendaftaran hak (registration of titles) atau dikenal 

dengan sistem Torrens.
49

 Beranjak dari ide dan cita dasar dari sistem ini, maka 

menghasilkan beberapa keuntungan dari sistem Torrens tersebut antara lain : 

1. Menetapkan biaya-biaya yang tak dapat diduga sebelumnya; 

2. Meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang; 

3. Meniadakan kebanyakan rekaman; 

4. Secara tegas menyatakan dasar haknya; 

5. Melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yang tidak tersebut dalam sertifikat; 

6. Meniadakan (hampir tak mungkin) pemalsuan; 

7. Tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambahkan kepada taksasi yang 

menjengkelkan, oleh karena yang memperoleh kemanfaatan daripada sistem 

tersebut yang membayar biaya; 

8. Meniadakan alas hak pajak; 

9. Dia memberikan suatu alas hak yang abadi, oleh karena Negara menjaminnya 

tanpa batas.
50

 

 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dasar falsafah sistem Torrens 

dalam pendaftaran tanah adalah menggunakan sistem pendaftaran hak, dimana 

setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan 

perubahan kemudian harus dibuktikan dalam suatu akta. Tetapi dalam 

                                                             
48Novina Sri Indiraharti, “Penerapan Sistem Torrens Dalam Pendaftaran Tanah (Studi 

Komparatif Terhadap Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dengan Singapura)”, Jurnal Clavia, 

Edisi No.1, Vol.10, 2009, hlm.109.  
49Ibid., hlm.109.  
50 AP.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di.... op.cit.,  hlm.26 



57 
 

penyelenggaraan pendaftarannya bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya 

yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian, sedangkan akta hanya 

merupakan sumber datanya. Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya 

yang terjadi kemudian disediakan suatu daftar isian (register) dan sebagai tanda 

bukti hak diterbitkan sertifikat, yang merupakan salinan register (certificate of 

titles).
51

 

Adanya sertifikat pada sistem Torrens merupakan ciri khas dari sistem ini, 

selain sertifikat yang bersangkutan maka dibuat juga duplikatnya. Tujuan 

pembuatan duplikat dari sertifikat tersebut adalah untuk memudahkan 

pemeriksaan pada waktu pendaftaran pengalihan hak, sehingga pendaftaran itu 

dapat dilakukan dengan lancar dan cepat. Sedangkan penyerahan akta dan 

sertifikat yang bersangkutan kepada pejabat pendaftaran memberi arti bahwa 

pengalihan hak dilakukan oleh dan atas kemauan sendiri dari pemegang hak yang 

terdaftar.
52

 

Untuk itu Hermanses berpendapat bahwa pendaftaran pengalihan hak dalam 

sistem Torrens pada hakikatnya hanya suatu endosemen dari sertipikat yang 

bersangkutan dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru, 

oleh pejabat pendaftaran hak.
53

 Dalam hal terjadi jual beli tanah, maka di dalam 

sistem Torrens jual beli tersebut harus disertai dengan penyerahan sertifikatnya 

kepada pembeli. Dengan diserahkannya sertifikat hak maka haknya beralih tanpa 

memerlukan lagi penyerahan yuridis. Karena cara penyerahan sertifikat dalam 

peralihan hak mirip dengan peralihan hak barang-barang bergerak dimana 
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sertifikat merupakan pengganti bidang tanah, maka Ing.GJ.Vonk menyebut sistem 

Torrens ini sebagai sistem mobilisasi.
54

 

Pada saat itu sistem Torrens mudah dilaksanakan di Australia, karena saat itu 

Australia merupakan jajahan Inggris. Semua tanah di wilayah jajahannya juga 

dianggap milik raja, kemudian raja memberikan tanah kepada perorangan untuk 

usaha peternakan dan pertanian. Dengan demikian pada waktu itu dengan mudah 

ditelusuri siapa yang menjadi pemilik tanah, sehingga pada waktu mendaftarkan 

cukup memperlihatkan surat pemberian hak membuka hutan untuk kemudian 

diumumkan, dan bila tidak ada sanggahan maka dapat dibukukan.
55

 

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dari sistem Torrens ini pada 

pokoknya menyelidiki hal-hal sebagai berikut :  

1) Obyek yang didaftarkan jelas; 

2) Pejabat yang berwenang yakin bahwa dapat diberikan kepada si pemohon; 

3) Tidak terdapat sengketa atas tanah yang dimohonkan hak tersebut; 

4) Tidak ada yang menyangkal bukti atas hak yang dimiliki oleh si pemohon 

itu.
56

 

 

Mengambil keterangan tersebut maka sistem Torrens memiliki 

kecenderungan pada sistem positif, sertifikat tanah dalam sistem Torrens dengan 

demikian merupakan alat bukti yang paling lengkap tentang hak dari pemilik yang 

namanya tercantum dalam sertifikat. Hak tersebut tidak lagi dapat diganggu gugat 

oleh siapapun. Apabila ternyata ada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya maka 

diberikan ganti rugi melalui dana asuransi. Untuk merubah buku tanah adalah 
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tidak dimungkinkan lagi terkecuali jika sertipikat tanah diperoleh melalui cara 

pemalsuan dengan tulisan atau diperoleh dengan penipuan.
57

 

Untuk itu kelebihan dari sistem Torrens dibandingkan dengan sistem negatif 

menurut penciptanya Sir Robert Torrens adalah sebagai berikut
58

:  

1. Ketidakpastian diganti dengan kepastian ; 

2. Biaya-biaya peralihan berkurang dari pound menjadi shiling dan waktu dari 

bulan menjadi hari; 

3. Ketidakjelasan dan berbelitnya uraian menjadi singkat dan jelas; 

4. Persetujuan-persetujuan disederhanakan sedemikian rupa, sehingga setiap 

orang akan dapat mengurus sendiri setiap kepentingannya ; 

5. Penipuan sangat dihalangi; 

6. Banyak hak-hak milik atas tanah yang berkurang nilainya karena 

ketidakpastian hukum hak atas tanah telah dikembalikan kepada nilai yang 

sebenarnya; 

7. Sejumlah proses-proses (prosedur) dikurangi dengan meniadakan beberapa 

hal. 

 

b. Sistem Grundbuch  

Sistem ini merupakan sistem pendaftaran buku tanah, dimana sesuatu hak atas 

tanah sebelum didaftar terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah, 

apakah orang yang mendaftarkan tanahnya itu memang benar-benar adalah 

pemilik yang sebenarnya.
59

 Dengan demikian sistem Grundbuch ini mirip dengan 

sistem positif, mengingat petugas pendaftaran tanah dalam hal ini yaitu 

pemerintah bekerja secara aktif untuk melakukan investigasi terkait keakuratan 

data atas nama orang yang telah mendaftarkan namanya. Untuk memastikan 

tersebut, maka perlu mengetahui ciri-ciri dari sistem Grundbuch yaitu antara 

lain
60

: 
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1) Peralihan hak dilakukan secara sukarela dihadapan pejabat pendaftaran hak, 

dimana pemegang hak yang terdaftar menyatakan menyetujui pendaftaran 

haknya atas nama penerima hak itu, sedangkan penerima hak menyatakan 

bahwa ia menghendaki pendaftaran hak yang bersangkutan didaftar atas nama 

penerima hak; 

2) Sebelum pejabat mendaftarkan sesuatu hak atas nama pemegang hak yang 

baru, terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan agar pendaftaran itu tidak 

merupakan pemegang hak lama. 

 

Menyimak penjelasan di atas menambah keyakinan bahwa memang sistem 

Grundbuch ini identik dengan sistem positif, dapat dilihat dari sifat petugas 

(pejabat) pendaftaran tanah yang secara aktif melakukan pemeriksaan agar tidak 

terjadi kesalahan dikemudian hari. Sebagai ilustrasi yaitu pendaftaran hak yang 

berasal dari peralihan hak antara si A dan si B yang terdaftar atas nama si B, jika 

sesuatu sebab menjadi batal maka A dapat menuntut kembali pada B, tetapi jika 

telah dialihkan kepada C dan sudah didaftar atas nama C maka A tidak dapat 

menuntut C, akan tetapi A dapat menagih B secara pribadi.
61

 Secara khusus 

karakter dari sistem Grundbuch ini hakekatnya adalah melindungi pihak ketiga, 

karena pihak ketiga terbebas dari tuntutan jika terdapat suatu kesalahan.   

Gambaran sistem Grundbuch (buku tanah) yang positif yang diberlakukan di 

Swiss dan Jerman, bahwa penyerahan eigendom baru terjadi dengan pendaftaran 

pada daftar-daftar dari buku tanah.
62

 Di Swiss peralihan eigendom dari lahan 

terjadi dengan pendaftaran sebagai pemilik pada Grundbuch merupakan daftar 

yang menetapkan kepastian hukum letak, luas dan batas-batas dari lahan. 

Pendaftaran dilakukan dengan permohonan tertulis dari orang yang namanya 

tercatat pada Grundbuch tersebut dengan melampirkan akta otentiknya yang 
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berisikan peralihan kepada pemilik yang baru. Grundbuch verwalter (Pejabat 

Pendaftaran Tanah) banyak meneliti dengan seksama sebelum melakukan 

peralihan hak tersebut, kenyataan bahwa seseorang didaftarkan sebagai pemilik 

pada Grundbuch dianggap juga sebagai orang yang berhak menurut hukum. 

Setiap orang lain yang menyatakan sebaliknya harus membuktikan haknya 

tersebut, sedangkan orang ketiga yang dengan itikad baik memperoleh sesuatu 

hak atas tanah dilindungi. Orang yang dirugikan hanya dapat menuntut orang 

kedua, tanpa dapat mengganggu orang ketiga karena itikad baik tersebut. Sikap 

positif dari Grundbuch tersebut tidak hanya berlaku terhadap kebenaran daripada 

yang didaftarkan, tetapi juga dari keadaan hukum dari berbagai lahan dan juga 

dari batas-batas dari lahan tersebut.
63

 

Di Jerman peralihan eigendom terjadi dengan perjanjian kebendaan dan 

pendaftaran pada Grundbuch, yaitu seluruh daftar yang menyatakan keadaan 

hukum dan berbagai persil. Akta otentik oleh notaris harus dibuatkan dan 

kemudian pendaftaran dilakukan oleh Hakim Distrik (Kantor Rechter) dari 

Grundbuchter yang akan meneliti lebih dahulu kebenaran segala sesuatu 

formalitas termasuk persesuaian kehendak pihak-pihak. Orang ketiga akan 

dilindungi jika memperolehnya dengan itikad baik dan orang yang menggugat 

harus membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut telah memperolehnya dengan 

itikad buruk.
64
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Pada prinsipnya mengenai sistem Grundbuch yang diberlakukan di beberapa 

negara, bahwa sertifikat tanah dalam sistem Grundbuch dengan demikian 

merupakan alat bukti yang lengkap bagi pemegang hak terhadap pihak ketiga. 

Pemegang sertifikat tanah mempunyai hak yang tidak dapat diganggu gugat 

siapapun lagi kecuali pihak dari mana pemegang hak memperoleh hak tersebut, 

untuk itu sistem Grundbuch ini identik dengan sistem positif pendaftaran tanah.  

5. Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Negatif  

Di dunia ini Hongkong tercatat sebagai salah satu penganut sistem negatif 

dalam pendaftaran tanah, Hongkong merupakan wilayah otonom dalam 

pemerintahan di China, dimana China berdasarkan kesepakatannya dengan 

Inggris, merupakan negara yang memberlakukan 2 (dua) sistem hukum. Dalam 

kesepakatan itu, seharusnya Hongkong menggunakan ketentuan pertanahan 

sebagaimana yang berlaku di negara Inggris, tetapi dalam prakteknya sampai 

dengan tahun 2008 Hongkong menggunakan sistem pendaftaran akta (registration 

of deeds) dengan sistem negatif dalam publikasinya.
65

 

Sistem negatif merupakan kebalikan dari sistem positif, dalam sistem negatif 

dikenal asas peralihan hak yang dikenal dengan nemo plus juris, yakni melindungi 

pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang 

mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh si pemegang hak sebenarnya.
66

 Dalam 

sistem publikasi negatif, menghasilkan produk pendaftaran tanah berupa sertifikat 

hak atas tanah yang berlaku sebagai tanda bukti hak yang kuat, namun tetap 
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terbuka kemungkinan pemegang hak terdaftar kehilangan haknya apabila ada 

pihak lain yang membuktikan sebaliknya.
67

 

Untuk itu sistem negatif, menunjukkan ciri bahwa apa yang tercantum di 

dalam sertifikat tanah adalah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu 

keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka pengadilan. Ciri pokok dari sistem 

negatif adalah bahwa pendaftaran hak atas tanah tidaklah merupakan jaminan 

orang yang terdaftar dalam buku tanah merupakan pemegang hak atas tanah 

tersebut. Dengan kata lain buku tanah dapat saja berubah sepanjang pihak yang 

berkeberatan dapat membuktikan bahwa dialah pemilik yang sebenarnya melalui 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (pasti).
68

 Hal ini 

sering terjadi pada suatu negara yang menggunakan sistem publikasi negatif 

dalam pendaftaran tanahnya. Dalam sistem publikasi ini negara tidak menjamin 

kebenaran data tanah yang disajikan sehingga orang secara mutlak tidak boleh 

mempercayai kebenaran data itu.
69

 

Selain Hongkong, Perancis juga merupakan salah satu penganut sistem 

negatif pendaftaran tanah, sebagai contoh kasus di wilayah Perancis, misalkan A 

telah membatalkan kontrak setelah melakukan pengalihan kepada B, tetapi 

sekarang B menjual dan mengalihkan properti tersebut kepada C yang memiliki 

itikad baik atau jujur. Tetapi pihak C benar-benar tidak mengetahui adanya 

pembatalan penjualan antara A dan B, apakah C memperoleh kepemilikan atas 
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properti tersebut?.
70

 Di bawah hukum Perancis B tidak lagi merupakan pemilik, 

tetapi dalam register publik ia masih disebutkan sebagai pemilik. Akankah  C 

dilindungi dari A? Jawabannya adalah tidak, karena di bawah hukum Perancis 

tidak ada perlindungan terhadap pihak dengan itikad baik dari kecacatan dalam 

register tanah, ini disebut sistem negatif dalam pendaftaran tanah.
71

 

Kelebihan lain dari sistem negatif apabila ditinjau dari proses pembuatan 

tanda bukti hak, dimana pejabat pelaksana bersikap pasif dan yang dicari adalah 

kebenaran formil, diantaranya adalah : 

a. Instansi penyelenggara cukup menerima keterangan hak yang didaftar 

sebagaimana adanya, tanpa penelitian secara mendalam.  

b. Bilamana terjadi kesalahan dalam pencatatan, berdasarkan putusan hakim 

dapat diperbaiki oleh petugas penyelenggara pendaftaran tanah. Dengan 

demikian orang yang berhak tetap terlindung. (kelebihan/kebaikan).
72

 

Sedangkan ciri sistem negatif ditinjau dari kekurangan pembuktian tanda bukti 

hak yang dihasilkan, dimana hanya memberi perlindungan terhadap pemegang 

haknya saja (yang berhak), diantaranya adalah : 

a. Berlaku asas nemo plus juris bahwa orang yang tidak dapat bertindak 

melebihi kewenangan yang ada padanya, siapa yang namanya tercantum 

dalam tanda bukti hak tersebut maka dialah pemegang haknya.  

b. Orang lain boleh percaya, boleh tidak percaya atas keterangan yang ada.
73
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Untuk mengatasi atau mengurangi resiko atas kemungkinan kehilangan hak 

atas tanah maka dalam negara yang menggunakan sistem publikasi negatif, setiap 

calon pembeli atau calon pemegang hak biasanya melakukan penelitian terlebih 

dahulu terhadap tanah yang bersangkutan (title search) dimana hasilnya 

selanjutnya diasuransikan kepada perusahaan asuransi (title insurance).
74

Dengan 

diterapkannya sistem title insurance, maka pemegang hak terdaftar dapat 

dilindungi, sedangkan pihak yang memenangkan perkara dalam peradilan 

mendapat pembayaran kompensasi oleh pihak asuransi.
75

 

6. Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 32 PP Nomor 

24 Tahun 1997 

Dihadapkan pada dua sistem besar pendaftaran tanah di dunia yaitu sistem 

positif dan sistem negatif, maka Indonesia memilih tidak berada pada salah satu 

sistem tersebut. Indonesia memiliki sistem pendaftaran tanah tersendiri, menurut 

R.Suprapto bahwa sistem pendaftaran tanah yang kita gunakan adalah sistem 

pendaftaran tanah negatif bertendensi positif, artinya pendaftaran hak-hak atas 

tanah dilaksanakan berdasarkan atas data-data yang positif, pejabat yang diserahi 

tugas melaksanakan pendaftaran mempunyai wewenang menguji kebenaran dari 

data-data yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran hak. Pendaftaran 

merupakan jaminan kepastian hukum dan alat pembuktian yang kuat, namun 

masih dapat dibantah, digugat di muka pengadilan.
76

Pendapat yang sama juga 

dikemukakan oleh Adrian Sutedi, bahwa hukum tanah nasional menganut sistem 

                                                             
74 Novina Sri Indiraharti, Tinjauan Mengenai....op.cit., hlm.54. 
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76 R.Suprapto, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, (Jakarta : CV.Mustari, 2006), 
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publikasi negatif, tetapi bukan negatif murni, melainkan apa yang disebut sistem 

negatif yang mengandung unsur positif. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan 

Pasal 19 ayat (2) huruf C, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi 

"pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat". Dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA juga dinyatakan bahwa 

"pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat". Pernyataan yang demikian 

tidak akan terdapat dalam peraturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi 

negatif murni.
77

 

Jika ditinjau secara murni berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C 

disebutkan surat tanda bukti yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat bukan 

terkuat atau mutlak, hal ini berarti pendaftaran tanah di Indonesia menganut 

stelsel negatif dimana apabila sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama 

seseorang dan ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang lebih 

berhak melalui putusan lembaga peradilan, maka sertifikat tanah tersebut dapat 

dibatalkan yang kemudian diberikan kepada pihak yang lebih berhak.
78

 Dikatakan 

mengandung unsur positif karena dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 

september 1960, maka sistem pendaftaran tanah berupa sistem pendaftaran hak 

(registration of titles) dimana hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA.
79

 

Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pendaftaran hak 

(registration of titles) merupakan ciri dari sistem positif, dengan ciri sifat pejabat 

pendaftaran tanah adalah bekerja secara aktif untuk memperoleh data fisik dan 

                                                             
77 Adrian Sutedi,  Peralihan Hak Atas.... op.cit., hlm.121. 
78Chairul Basri Ahmad, Pendaftaran Tanah, Bulletin LMPDP, November 2007 - Januari 

2008, hlm.2.  
79Ibid., hlm.3. 
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yuridis yang dapat dipertanggung-jawabkan. Secara nyata munculnya unsur 

positif karena dipengaruhi oleh sistem Torrens yang telah digunakan dalam model 

pendaftaran tanah selama ini, hal ini dapat diketahui dari alat bukti yang 

dihasilkan yang berupa buku tanah dan sertifikat.
80

 

Pada awalnya dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, pemerintah 

menginginkan agar dipilih suatu sistem sedemikian rupa sehingga terpenuhi 

kriteria :
81

 

1) Sedapat mungkin disesuaikan dengan hukum adat yang masih berlaku; 

2) Sesederhana mungkin; 

3) Dapat dipahami oleh rakyat. 

Untuk itu maka dipilih sistem buku tanah yang dianggap memenuhi syarat dalam 

memberikan alat bukti, maka dipilihlah bentuk sertifikat yang mirip dengan 

sistem Torrens di Australia. Sistem sertifikat memberikan kemudahan dalam 

menyelenggarakan pendaftaran hak. Dengan menggunakan sistem buku tanah 

berarti yang dibukukan adalah hak atas tanah. Dengan demikian sistem yang 

dipakai dilihat dari apa yang didaftarkan adalah sistem pendaftaran hak 

(registration of titles).
82

 

Kondisi ini terjadi karena walaupun sistem pendaftaran kita mengikuti sistem 

Torrens, tetapi sistem publikasi positif sebagaimana diterapkan dalam sistem 

Torrens tidak dapat dipakai di Indonesia. Latar belakangnya adalah karena tanah-

tanah di Indonesia sebagian terbesar merupakan hasil pembukaan hutan yang 

tidak ada tanda buktinya, dan masa dulu dikenal dalam hukum adat. Akibatnya 
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adalah data yang didaftar pada saat sekarang banyak yang belum pasti. Jadi 

biarpun sistemnya adalah pendaftaran hak (sistem Torrens) tetapi sistem 

publikasinya belum bisa positif murni, karena sumber data yuridisnya belum pasti 

menyebabkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya merupakan alat bukti 

yang kuat. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di 

dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai 

data yang benar selama tidak ada alat pembuktian yang membuktikan 

sebaliknya.
83

 

Untuk itu konstruksi utama kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai 

alat bukti yaitu berdasarkan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf C dan seharusnya 

diterapkan secara konsekuen dalam Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana 

amanat dari Pasal 19 ayat (1) UUPA. Pada awalnya meskipun dianggap banyak 

kekurangan, namun dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 kekuatan hukum sertifikat 

hak atas tanah secara linear telah melaksanakan ketentuan UUPA Pasal 19 ayat 

(2) huruf C, dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (4) bahwa “....surat tanda bukti hak 

yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA”, begitu juga diikuti dalam pasal-pasal 

berikutnya. Persoalan ini justru muncul ketika PP Nomor 24 Tahun 1997 

menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961, dimana kekuatan hukum sertifikat hak 

atas tanah menjadi mutlak. Secara tekstual Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA 

dengan terang dijelaskan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) yakni 

”Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf C UUPA....”. Demikian juga dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 
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Tahun 1997 sesuai dengan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf C, yakni “Sertifikat 

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat....”, namun perbedaan itu muncul dalam Pasal 32 ayat (2), yakni: 

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas 

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 

tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu 

tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan 

Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat 

tersebut.” 

 

Dalam materi Pasal 32 ayat (2) tersebut tampak secara eksplisit adanya 

pembatasan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA, pembatasan dimaksud 

sejak diterbitkan sertifikat hak atas tanah hingga berumur 5 (lima) tahun, 

selebihnya dari waktu 5 (lima) tahun maka kekuatan hukum sertifikat hak atas 

tanah berlaku sebagai alat bukti mutlak. Meskipun secara tekstual tidak 

menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti mutlak, 

namun secara tersirat nilai yang terkadung di dalamnya berlaku mutlak 

sebagaimana merupakan ciri dari sistem positif murni.  

Boedi Harsono menambahkan bahwa dalam hal sesudah lampau jangka 

waktu 5 tahun terjadi pemindahan hak, penerima hak juga tidak dapat diganggu-

gugat oleh pihak yang sejak lewat 5 tahun tersebut sudah kehilangan haknya 

berdasarkan Pasal 32 ayat (2).
84

Selanjutnya dalam hal hak yang bersangkutan 

berpindah kepada pihak lain dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat 

yang merupakan tanda buktinya, ketentuan Pasal 32 ayat (2) pun berlaku bagi 
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penerima hak itu. Juga terhitung sejak diterbitkannya sertifikat, jadi bukan sejak 

terjadinya pemindahan hak.
85

 

Dengan demikian terdapat perbedaan nilai dalam Pasal 32 yaitu antara ayat 

(1) dengan ayat (2), sehingga menimbulkan kerancuan terkait kekuatan hukum 

sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti kuat atau mutlak karena keduanya 

memiliki implikasi hukum yang berbeda. Menanggapi persoalan ini Urip Santoso 

berpendapat bahwa untuk menutupi kelemahan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada pemilik sertifikat dari gugatan dari pihak lain dan menjadikannya 

sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak, maka dibuatlah ketentuan 

Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. Sertifikat sebagai 

surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara 

kumulatif, yaitu :  

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; 

2. Tanah diperoleh dengan itikad baik; 

3. Tanah dikuasai secara nyata; 

4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan 

gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
86

 

 

Jika ditelisik Pasal 32 ayat (2), sekalipun sertifikat hak atas tanah sudah terbit 

selama minimal 5 (lima) tahun tidak serta merta berlaku mutlak, karena perlu 

dipahami secara komprehensif sebagaimana harus memenuhi 4 (empat) unsur 

kumulatif tersebut. Dari beberapa unsur dalam Pasal 32 ayat (2) perlu 
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diperhatikan terkait unsur itikad baik, apakah dalam pengertian penerapan asas 

itikad baik sebagaimana digunakan dalam positif murni atau mengandung 

pengertian lain.  

Seperti yang pernah dibahas sebelumnya dalam sistem positif pendaftaran 

tanah menggunakan asas itikad baik, tujuan dari asas itikad baik adalah untuk 

melindungi orang yang dengan itikad baik memperoleh sesuatu hak dari orang 

yang disangkanya adalah pemegang hak yang sah dari hak itu. Berdasarkan asas 

ini, orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik tetap menjadi 

pemegang hak yang sah dari hak itu, meskipun orang yang mengalihkan hak itu 

ternyata bukan orang yang berhak.
87

 Dengan demikian penerapan asas itikad baik 

dalam sistem positif adalah melindungi pihak yang ber-itikad baik, secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa asas itikad baik adalah melindungi pihak ketiga 

dengan itikad baiknya. Untuk itu asas itikad baik dalam pengertian sistem positif 

adalah berlaku mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat, tidak ada unsur-unsur lain 

yang menghalangi berlakunya asas itikad baik tersebut. 

Menangkap materi itikad baik di dalam Pasal 32 ayat (2) adalah menekankan 

pada cara memperolehnya dan secara nyata menguasainya, dengan demikian 

materi itikad baik dalam pasal ini tampak mengadopsi dalam sistem positif 

pendaftaran tanah yaitu melindungi pihak ketiga dari gugatan pihak lain yang 

merasa sebagai pemilik suatu bidang tanah.  Namun materi itikad baik dalam 

Pasal 32 ayat (2)  tidak seutuhnya sama dengan materi itikad baik dalam sistem 

positif pendaftaran tanah terutama yang sudah dilaksanakan dalam sistem torrens, 
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karena dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak diikuti dengan pemberian ganti rugi 

kepada pihak lain sebagai pemilik sebenarnya atas suatu bidang tanah tersebut. 

Dengan demikian materi itikad baik dalam Pasal 32 ayat (2) berpotensi 

menimbulkan kesewenang-wenangan, sehingga idealnya tetap berlaku asas nemo 

plus juris, dimana melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari 

tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh si pemegang 

hak sebenarnya.
88

 

Banyak pihak berpendapat bahwa Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 

sebenarnya mengadopsi dari lembaga hukum adat yang dikenal dengan nama 

rechtsverwerking, seperti pendapat dari Maria S.W Sumardjono, tujuan dari 

penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berasal dari konsep 

"rechtsverwerking" ini dalam pendaftaran tanah adalah untuk memberikan 

ketegasan pada 2 pihak, yakni : 

1) Bagi pemegang sertipikat, jika telah lewat lima tahun tidak ada 

gugatan/keberatan, maka ia terbebas dari gangguan pihak lain yang merasa 

sebagai pemegang hak atas tanah tersebut; 

2) Pemegang hak atas tanah, ia wajib menguasai secara fisik tanahnya dan 

melakukan suatu pendaftaran agar terhindar dari kemungkinan tanahnya 

disertipikatkan atas nama orang lain.
89

 

 

Menurut pengertiannya rechtsverwerking yaitu lampaunya waktu sebagai sebab 

kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang 

lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui 

perolehan hak dengan itikad baik.
90

Dalam hukum adat berlaku jika seseorang 
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selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu 

dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah 

haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan yang berasal dari 

hukum adat, tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan dimaksud 

telah diadopsi oleh UUPA Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, dengan menegaskan 

bahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena ditelantarkan.
91

 Berdasarkan 

konsepsi asli lembaga rechtsverwerking tersebut, maka secara khusus 

rechtsverwerking dapat diterapkan khusus dalam perkara penelantaran tanah. 

Dalam aturan yang ditetapkan dalam lembaga adat yang disebut rechtsverwerking 

itu, jika terdapat bidang tanah yang diterlantarkan dan kemudian dikuasai secara 

nyata dalam kurun waktu tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang, maka 

orang atau sekelompok orang itu sah memiliki bidang tanah yang diterlantarkan 

tersebut.  

Jika melihat materi asli yang terkandung dalam lembaga rechtsverwerking  

justru diadopsi di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2), yang 

memberikan penjelasan bahwa “....pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan 

kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua 

puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan 

pendahulu pendahulunya, dengan syarat : 

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh 

yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh 

kesaksian orang yang dapat dipercaya; 

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh 
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masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun 

pihak lainnya. 

 

Berdasarkan uraian Pasal 24 ayat (2) tersebut, maka secara lugas telah 

mengadopsi lembaga rechtsverwerking. Untuk itu Pasal 24 ayat (2) merupakan 

representasi dari lembaga adat rechtsverwerking, cukup dengan menguasai tanah 

terlantar selama minimal 20 (dua puluh) tahun dan ditambah dengan persyaratan 

huruf (a) dan (b) maka seseorang dapat memiliki bidang tanah tersebut. Tentu jika 

kemudian lebih dari 20 (dua puluh) tahun ada orang secara tiba-tiba mengklaim 

tanah yang telah diterlantarkan tersebut, seharusnya peraturan ini disempurnakan 

yaitu serta merta orang yang kehilangan haknya tidak dapat menggugat orang 

yang secara nyata menguasai bidang tanah tersebut dengan itikad baik.  

Jika dibandingkan dengan Pasal 32 ayat (2), maka lampaunya waktu yang 

ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) dengan Pasal 24 ayat (2) sangatlah berbeda. 

Lampaunya waktu dalam Pasal 24 ayat (2) memiliki alasan konkret yaitu perkara 

menelantarkan tanah sebagaimana mengadopsi konsep lembaga rechtsverwerking. 

Namun demikian untuk memiliki suatu bidang tanah tersebut harus melalui 

syarat-syarat yang sangat ketat, termasuk harus mendapatkan persetujuan dari 

masyarakat hukum adat maupun pihak kelurahan. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat 

(2) alasan lampaunya waktu sangatlah absurd, tidak memiliki pijakan kuat 

menjadikan sertifikat hak atas tanah berlaku mutlak sehingga justru akan 

menimbulkan ketidak-adilan.  

Lebih lanjut materi dalam Pasal 32 ayat (2) memang dirancang untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang 

sertifikat hak atas tanah, hal itu dilatar-belakangi oleh banyaknya pemegang 
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sertifikat hak atas tanah yang digugat di pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan 

dalam Pasal 32 ayat (2), yang berisi pembatasan waktu hingga 5 (lima) tahun bagi 

pihak-pihak yang merasa berhak atas suatu bidang tanah untuk mengajukan 

keberatan secara tertulis atau mengajukan gugatan ke Pengadilan. Untuk itu perlu 

mengukur seberapa besar implikasi penerapan kepastian hukum bagi masyarakat, 

berkaitan dengan hal itu Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian 

hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, 

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 

dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, 

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum 

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.
92

 

Sudikno Mertokusumo menambahkan, bahwa sebaliknya masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah 

untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat 

atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya 

dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
93

 

Memahami pendapat tersebut pada prinsipnya aspek kepastian hukum memiliki 

tujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, namun disini hukum seolah-

olah digunakan sebagai alat pemaksa. Untuk itu aspek kepastian hukum tidak 

dapat berdiri sendiri, harus diimbangi dengan aspek kemanfaatan sehingga produk 

hukum itu juga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.  
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Untuk mencapai kesempurnaan dalam hukum, lebih jauh Gustav Radbruch 

menambahkan sebagai salah seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka, 

mengemukakan tujuan hukum yang terdiri dari tiga hal yakni : kepastian, keadilan 

dan kemanfaatan. Gustav Radbruch (1878-1949) menyebut keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum. Ketiga-

tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang 

memadai. Khusus tujuan keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan 

menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai.
94

 Gustav Radbruch menambahkan satu komposisi penting dalam 

hukum yaitu unsur keadilan, unsur keadilan disini merupakan bagian paling 

penting karena menentukan isi hukum dan menjadi finalitas daripada unsur 

lainnya karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Menurut 

Gustav Radbruch yaitu keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang 

berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Oleh karena 

fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga 

hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan 

tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian suatu konsep dasar, 

yaitu manusia harus hidup dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu harus 

diatur oleh pemerintah dengan baik berdasarkan hukum.
95

 

Dikaitkan dengan materi Pasal 32 ayat (2) tampak hanya menekankan pada 

aspek kepastian hukum saja, itu pun hanya untuk melindungi kepentingan 

                                                             
94Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia 

dan Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm.84-85.  
95Inge Dwisvimiar, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Dinamika 

Hukum, Vol.11, Edisi No.3, (2011), hlm.506.  
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pemegang sertifikat hak atas tanah yang belum tentu dia sebagai pemilik 

sebenarnya, sehingga masyarakat tidak dapat mengambil kemanfaatan dari 

pelaksanaan aturan ini dan tentu semakin jauh dari rasa keadilan. Kondisi ini 

harus disesuaikan dengan konstitusi negara ini yaitu UUD 1945, terutama pada 

Pasal 28 D ayat (1) yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum.”, dalam pernyataan konstitusi tersebut bahwa mengakui 

adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum, namun keadilan sebagai 

finalitas tidak dapat dikesampingkan.  

Sebenarnya asas nemo plus juris sudah sejalan dengan idealitas penegakan 

hukum, dimana melindungi pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dari 

perbuatan orang lain yang mengalihkan tanpa sepengetahuannya, dengan 

demikian asas ini lebih mengutamakan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan 

pelaksanaan kepastian hukum diserahkan kepada Pengadilan yang berwenang 

untuk menilai bukti-bukti dipunyai para pihak yang bersengketa yang kemudian 

menghasilkan pada putusan hakim, dengan demikian semua kepentingan dapat 

terlindungi dengan baik tanpa menimbulkan keresahan di dalamnya sehingga 

manfaat dari penerapan hukum itu dapat dirasakan. Selain itu untuk 

meminimalkan terjadinya gugatan di Pengadilan, maka petugas pendaftaran tanah 

dari BPN/Kementerian Agraria harus bertindak secara aktif dan maksimal untuk 

meneliti kebenaran data fisik dan yuridis atas suatu bidang tanah secara akurat, 

begitu seterusnya dalam rangka pemeliharaan data fisik dan data yuridis.   


